KEJARI LOTENG PERIKSA MANTAN KADIS PETERNAKAN DAN
KESWAN NTB, TERKAIT DUGAAN KORUPSI PENGADAAN 1000 EKOR
SAPI

Sumber: https://ntb.inews.id/berita/mantan-kadisnakkeswan-ntb-diperiksa-atas-dugaan-korupsi-pengadaan-1000-ekor-sapi

Lombok Tengah, Talikanews.com — Penyidik Kejaksaan Negeri Loteng sedang mendalami
dugaan korupsi pengadaan 1000 ekor sapi, bersumber dari Kementerian Pertanian RI tahun 2020.

Penyidik Kejari Loteng sudah memanggil beberapa saksi termasuk, Mantan Kepala Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Hj Budi Septiani, termasuk perusahaan
penyedia Sapi.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Catur Hidayat Putra mengaku, sudah beberapa
hari ini, penyidik telah memanggil sejumlah saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi
pengadaan 1.000 Sapi, bantuan dari Kementerian Pertanian itu.

Pemanggilan saksi itu, untuk meminta klarifikasi terhadap dugaan tindak pidana korupsi
pengadaan 1.000 ekor Sapi.

“Masih sebatas klarifikasi saja, sehingga kami layangkan surat kepada beberapa pihak untuk
diminati klarifikasi terkait program pengadaan 1000 Sapi itu,”
Jumat, 17 September 2021.

ungkap Catur Hidayat Putra,

Sapaan Yabo ini menegaskan, pengungkapan kasus karena adanya laporan masyarakat kepada
Kejari, dilengkapi beberapa data terkait program pengadaan 1.000 ekor sapi bersumber dari
Kementerian Pertanian RI, tanggal 22 Agustus 2020 lalu.

“Sampai saat ini, jumlah sapi itu belum sesuai target. Ini yang kami ingin klarifikasi apa
penyebabnya,” kata Catur.
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Catur mengatakan, yang bertanggungjawab mengatur, menentukan dan mengarahkan program
ini yaitu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB serta Dinas Pertanian dan
Peternakan Lombok Tengah.

Catur menambahkan pihaknya juga akan meminta keterangan Dinas Pertanian dan Peternakan
Loteng untuk menelusuri dugaan korupsi pengadaan 1000 Sapi tersebut.

“Pejabat Dinas Pertanian Lombok Tengah yang ada kaitan dengan program ini, segera kita
panggil,” tutup Catur. (TN-03)

Sumber Berita:

1. https://www.talikanews.com/2021/09/17/kejari-loteng-periksa/, Diakses 20 September 2021
2. https://ntb.inews.id/berita/mantan-kadisnakkeswan-ntb-diperiksa-atas-dugaan-korupsi-

pengadaan-1000-ekor-sapi, Diakses 25 September 2021
3. https://rri.co.id/mataram/sigap-polri/1197170/sejumlah-saksi-terkait-dugaan-penyelewengan-
program-1-000-sapi-diperiksa-kejaksaan?, Diakses 25 September 2021

Catatan:

Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa melalui
Penyedia:

Pengendalian Kontrak

Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara
langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat
dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh:

a. Pejabat Penandatangan Kontrak
b. pihak ketiga yang independen
c. Penyedia; dan/atau

d. pengguna akhir.

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak
Kritis maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM). Pejabat
Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan
realisasi pelaksanaan pekerjaan.

Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat
Penandatangan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia.
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Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang
ditetapkan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara
sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat

Penandatangan Kontrak disertai laporan kemajuan/output pekerjaan sesuai Kontrak.
Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:

a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi
kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak.

b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk
bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.

c. Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin atau pembayaran secara
sekaligus setelah kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai ketentuan dalam
Kontrak.

d. Pembayaran bulanan/termin dipotong angsuran uang muka, uang retensi (untuk pekerjaan
yang mensyaratkan masa pemeliharaan) dan pajak. Untuk pembayaran akhir, dapat
ditambahkan potongan denda apabila ada.

e. Untuk pekerjaan yang di subkontrakkan, permintaan pembayaran dilengkapi bukti
pembayaran kepada subpenyedia/subkontraktor sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan.

f. Dikecualikan pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang
untuk:

1) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa
diterima;

2) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan
yang akan diserahterimakan, namun belum terpasang; atau

3) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir
pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.

g. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran termasuk bentuk jaminan diatur oleh
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pembayaran termin terakhir hanya dapat dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai 100%
(seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan para pihak
menandatangani Berita Acara Serah Terima pekerjaan. Untuk pekerjaan yang mensyaratkan
masa pemeliharaan, uang retensi dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir (serah terima
kedua/FHO). Dalam hal masa pemeliharaan berakhir pada tahun anggaran berikutnya yang
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menyebabkan retensi tidak dapat dibayarkan, maka uang retensi dapat dibayarkan dengan syarat
Penyedia menyampaikan Jaminan Pemeliharaan senilai uang retensi tersebut.

Serah Terima Hasil Pekerjaan
Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat serah terima hasil pekerjaan:

a.

j-

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan  ketentuan yang tertuang
dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan.

Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan
terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim
teknis.

. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang

tercantum dalam Kontrak.

. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum

dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak
memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita
Acara Serah Terima.

Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima, Pejabat Penandatangan Kontrak
menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap
barang/hasil pekerjaan yang diserahterimakan.

PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa sejak
perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen
program/penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan,
RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen
Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil
pekerjaan.Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam Berita Acara.

Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PJPHP/PPHP
melalui PA/KPA memerintahkan Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk memperbaiki
dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif.

Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam Berita Acara

Masa Pemeliharaan
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam masa pemeliharaan adalah sebagai berikut:

a.

Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap
seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
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b. Setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.

c. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah Penyedia
melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. Pejabat
Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar
atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

d. Khusus Pekerjaan Konstruksi:

1) masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan,
sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan; dan
2) masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

e. Khusus Pengadaan Barang, masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan para pihak
dalam Kontrak.

f. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka
Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau mencairkan
Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan, serta Penyedia dikenakan
sanksi Daftar Hitam.

g. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan
Pemeliharaan untuk membiayai Pembiayaan/Pemeliharaan maka Pejabat Penandatangan
Kontrak wajib menyetorkan kepada Kas Negara.

h. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita
Acara Serah Terima akhir.

i. PA/KPA mengalokasikan anggaran untuk keperluan operasional PPK selama masa
pemeliharaan oleh Penyedia.

j. Jaminan Pemeliharaan dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan
selesai.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan
merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB
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